


 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
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 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan  Pemerintah  Nomor   23   Tahun    2005   

tentang  Pengelolaan   Keuangan  Badan  Layanan      Umum 

(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia     Tahun    2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5268); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang   

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006   

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang  

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322);    

 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9); 

 15. Peraturan Daerah Nomor  7  Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7); 

 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 

Nomor 6); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

dan 

BUPATI MUSI BANYUASIN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 

 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan  

keuangan memuat : 

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
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c. neraca; 

d. laporan operasional;  

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan 

g. catatan atas laporan keuangan 

 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 

daerah/perusahaan daerah dan laporan keuangan APBDesa. 

 

Pasal 2 

 

(1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 

1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:  

a. Pendapatan Rp. 3.807.807.962.928,72 

b. Belanja Rp. 3.623.039.910.364,02 

 Defisit Rp. 184.768.052.564,70 

c. Pembiayaan   

 - Penerimaan Rp. 62.401.787.597,88 

 - Pengeluaran Rp. 127.625.314.529,00 

 Pembiayaan Netto Rp. (65.223.526.931,12) 

 SILPA Rp. 119.544.525.633,58 

 

(2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat  (1) huruf a sebagai berikut : 

 

a. Selisih   anggaran  dengan  realisasi  pendapatan   sejumlah 

(Rp270.338.130.848,28) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Pendapatan 

setelah perubahan 

Rp. 4.078.146.093.777,00 

2. Realisasi Rp. 3.807.807.962.928,72 

 Selisih Kurang Rp. (270.338.130.848,28) 

 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

(Rp390.687.441.736,98) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran Belanja setelah 

perubahan 

Rp. 4.013.727.352.101,00 

2. Realisasi Rp. 3.623.039.910.364,02 

 Selisih Kurang Rp. (390.687.441.736,98) 
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c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah 

Rp120.349.310.888,70 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Surplus setelah perubahan Rp. 64.418.741.676,00 

2. Realisasi Rp. 184.768.052.564,70 

 Selisih Lebih Rp. 120.349.310.888,70 

 
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah (969.891.958,12) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran penerimaan 

pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp. 63.371.679.556,00 

2. Realisasi Rp. 62.401.787.597,88 

 Selisih Kurang Rp. (969.891.958,12) 

 

e. Selisih  anggaran  dengan realisasi  pengeluaran  

pembiayaan sejumlah (Rp165.106.703,00) dengan rincian 

sebagai berikut:  

1. Anggaran pengeluaran 

pembiayaan setelah 

perubahan 

Rp. 127.790.421.232,00 

2. Realisasi Rp. 127.625.314.529,00 

 Selisih Kurang Rp. (165.106.703,00) 

 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 

sejumlah Rp804.785.255,12 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran pembiayaan 

netto setelah perubahan 

Rp. 64.418.741.676,00 

2. Realisasi Rp. 65.223.526.931,12 

 Selisih Lebih Rp. 804.785.255,12 

 

Pasal 4 

 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 1 ayat  (1) huruf b per 31 Desember Tahun 

Anggaran 2023 sebagai berikut: 
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a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 63.371.679.556,76 

b. Penggunaan Saldo Anggaran 

Lebih 

Rp. 62.401.787.597,88 

 Selisih Rp. 969.891.958,88 

c. SILPA Rp. 119.544.525.633,58 

 Selisih Rp. 120.514.417.592,46 

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan 

Tahun Sebelumnya 

Rp. (969.891.958,88) 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 119.544.525.633,58 

 

Pasal 4 

 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 

31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 

a. Jumlah Aset Rp. 7.743.810.832.131,50 

b. Jumlah Kewajiban Rp. 57.276.230.240,46 

c. Jumlah Ekuitas Rp. 7.686.534.601.891,04 
 

 
Pasal 5 

 

Laporan operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1   ayat 

(1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 

Pendapatan Rp. 3.293.190.868.606,34 

Beban Rp. 3.458.572.163.036,81 

Defisit dari Kegiatan Operasional Rp. (165.381.294.430,48) 

Defisit dari Kegiatan Non 

Operasional 

Rp. (29.593.339.760,39) 

Pos Luar Biasa Rp. 0,00 

Defisit Laporan Operasional Rp. (194.974.634.190,87) 

 

Pasal 6 

 
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2022 sebagai berikut: 
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a. Saldo kas awal per 1 Januari 

2023 

Rp. 59.690.199.337,62 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 939.842.852.482,62 

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (789.934.914.469,92) 

d. Arus kas dari aktivitas 

pendanaan 

Rp. (90.673.143.000,00) 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 7.975.773,00 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 

tahun 2024 

Rp. 121.644.558.383,58 

 

Pasal 7 

 
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada    

Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai 

dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal Rp. 7.879.319.015.972,47 

b. Defisit LO Rp. (194.974.634.190,87) 

c. Koreksi Ekuitas Rp. 2.190.220.109,44 

d. Ekuitas Akhir Rp. 7.686.534.601.891,04 

 

Pasal 8 

 
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 

ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 

keuangan. 

 

Pasal 9 

 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Lampiran I        : Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

Lampiran I.1     : Ringkasan LRA menurut urusan 

pemerintahan daerah dan Organisasi; 

Lampiran I.2     : Ringkasan APBD yang diklasifikasi 

menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
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Lampiran I.3     : Rincian APBD menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, dan jenis pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan; 

Lampiran I.4     : Rekapitulasi realisasi belanja menurut 

urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, dan sub kegiatan; 

Lampiran II       : Laporan perubahan saldo anggaran 

lebih; 

Lampiran III      : Laporan operasional; 

Lampiran IV      : Laporan perubahan ekuitas; 

Lampiran V       : Neraca; 

Lampiran VI      : Laporan arus kas; 

Lampiran VII     : Catatan atas laporan keuangan; 

Lampiran VIII    : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 

Lampiran IX      : Daftar rekapitulasi penyisihan  piutang 

tidak tertagih; 

Lampiran  X      : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

Lampiran XI      : Daftar penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah; 

Lampiran XII     : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan 

dan pengurangan aset tetap daerah; 

Lampiran XIII     : Daftar rekapitulasi aset tetap; 

Lampiran XIV     : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam 

pekerjaan; 

Lampiran XV      : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

Lampiran  XVI    : Daftar dana cadangan daerah; 

Lampiran  XVII   : Daftar kewajiban jangka pendek; 

Lampiran  XVIII  : Daftar kewajiban jangka panjang; 

Lampiran  XIX    : Daftar sub kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun 

anggaran 2022 dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya; 

Lampiran  XX     : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah/Perusahaan Daerah; 
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Lampiran  XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) 

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah 

Lampiran  XX.2  : Ikhtisar laporan keuangan (laporan 

laba/rugi) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah 

Lampiran  XXI   : Ikhtisar laporan keuangan desa; 

Lampiran XXII   : Rekapitulasi realisasi belanja daerah 

untuk keselarasan dan keterpaduan 

urusan pemerintahan daerah dan fungsi 

dalam kerangka pengelolaan keuangan 

negara; 

Lampiran XXIII   : Rekapitulasi realisasi belanja daerah 

untuk pemenuhan belanja wajib yang 

diamanatkan dalam peraturan 

perundang-undangan (mandatory 

spending); 

Lampiran XXIV   : Rekapitulasi realisasi belanja untuk 

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM); 

Lampiran XXV    : Ringkasan realisasi penjabaran APBD 

yang diklasifikasi menurut kelompok, 

jenis, objek, rincian objek, sub rincian 

objek, pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan; 

Lampiran XXVI   : Rekapitulasi realisasi belanja daerah 

untuk penggunaan produk dalam negeri; 

Lampiran XXVII  : Rekapitulasi belanja daerah untuk 

sinkronisasi program prioritas nasional 

dengan program prioritas daerah; 

Lampiran XXVIII : Rekapitulasi realisasi belanja daerah 

untuk percepatan penurunan stunting; 

Lampiran XXIX   : Rekapitulasi realisasi belanja daerah 

dalam rangka percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem; 

Lampiran  XXX  : Pernyataan tanggung jawab. 

 

 








